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Pangkalan Bun, 17 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja

se- Kabupaten Kotawaringin Barat
di -

Tempat

Sesuai amanat pasal 69 ayat 1 (satu) dan pasal 71 ayal 2 (dua) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat 1

(satu) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja

lnslansi Pemerintah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut, kepada Saudara diminta segera menyampaikan data-

data sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada

pedoman penyusunan LPPD, LKPJ dan LKjIP (terlampir). Data tersebut secara

tertulis (hardcopy) dan softcopy disampaikan ke Sekretariat Tim Koordinasi

Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan LKjIP pada Kantor Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Barat paling lambat hari Selasa,5 Januari 2021 pukul 15.30 WlB.

Untuk soficopy dapat disampaikan melalui e-mail : sekberlapkobar@gmail.com

Demlkian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.
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lalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun Tetp. (0532) 21010 Fax. (0532) 21001
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Lampiran

PEDOMAN PENYUSUNAN DATA LPPD
PERANGKAT DAERAH T.A 2O2O

A. Ketentuan Umum
1, Penyusunan data PPD Perangkat Daerah dlwaJlbkan menggunakan MS Office (MS Word)

Versi 2010 atau yang lebih rendah,
2. Laporan softcopy Data LKPJ Perangkat Daerah di kirimkan ke email :

sekberlapkoba r@gma i l.com
3, Adapun sistematika laporan diatur dalam poin B Format LKPJ,
4. Pada kolom tabel wajib diisi.

B. Format Data LPPD
Format data LPPD mengacu pada sistematika pelaporan sebagai berikut :

Bab I
1.1.1 Data Umum Daerah

Data Umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum meliputi :

1. Undang-undang pembentukan daerah;
2. Data geografis wilayah ;
3. Jumlah penduduk (Disdukcapil)
4. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah;

dan (BKPP)
5. Realisasi anggaran pendapataN dan belanja daerah (BplGD dan BApENDA)

L.L.2 Data Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

1. Permasalahan strategis pemerintah daerah

2. visi misi kepala daerah;

3. program pembangunan daerah berdasarkan RpJMD dan RENSTRA

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Mirrimal (SpM)

Bab II
Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah :

2.L Capaian Kinerja Makro
Menggunakan Indikator Kinerja Makro sbb:

No Indikator
Kineria Makro

Capaian Kinerja
Tahun N-1

Capaian Kinerja
Tahun n

Perubahan (o/o)

1 Indeks
Pembangunan
Manusia

2 Angka
Kemiskinan

3 Angka
Pengangguran

4 Peftumbuhan
Ekonomi

5 Pendapatan
Perkapita

6 Ketimpangan
Pendapatan

Ket. Perangkat Daerah yang terkait untuk dapat mengisi data tersebut

I
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2.2
2.2,1

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Indikator Ki Kunci Keluaran

2.2,2 Indikator Kine

2.2.3 Indikator Ki Untuk Fr Penu

Gbtan: untuk IKK mengacu pada Permendagri No. 13 tahun 2019

Bab IV
Data Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minirnal :

4.L Urusan Pendidikan
Memuat:
- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian SPM oleh daerah
- Realisasi
- AlokasiAnggaran
- Dukungan Personil dan
- Permasalahan dan Solusi

ntahan

4.2

4.3

Urusan Kesehatan

Dst,....

No Urusan
Pemerintahan

Indikator
Kinerja Kunci

Keluaran

Capaian Kinerja Sumber Data

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3

No Urusan
Pemerintahan

Indikator
Kinerja Kunci

Keluaran

Capaian Kinerja Sumber Data

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Dst...,...

No Urusan
Pemerintahan

Indikator
Kinerja Kunci

Keluaran

Capaian Kinerja Sumber Data

1 Perencanaan
Keuangan

2 Keuangan

3 Dst.

Dst,.,....



Lampiran I :

PEDOMAN PENYUSUNAN DATA LKPJ
PERANGKAT DAERAH T.A 2O2O

A. Ketentuan Umum

1. Penyusunan data LKPI Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan MS Office (MS Word)

Versi 2010 atau yang lebih rendah.

2. Laporan softcopy Data LKPJ Perangkat Daerah di kirimkan ke email :

sekberlapkobar@gmai l.com

3. Penyampaian data LKPJ Perangkat Daerah harus sesuai format, lengkap, akurat dan tepat

waktu (tidak melewati batas akhir yang ditetapkan).

4. Draf Naskah Form Data LKPJ Perangkat Daerah akan disampaikan melalui email ke masing

masing email resmi Perangkat Daerah. Adapun sistematika laporan diatur dalam poin B
Format LKPJ.

5. Dalam penyusunan form data, Perangkat Daerah tidak diperkenankan merubah format naskah

(nama file, jenis huruf, spasi, tata letak tulisan) dan cukup melakukan up date data atau

menambah narasi sesuai format yang sudah ditentukan,

6. Pada kolom tabel wajib diisi.

7. Penyampaian data LKPJ Perangkat Daerah ke Sekretariat wajib disertai berita acara verifikasi

LKPJ dan dokumentasi/foto kegiatan rapat di internal Perangkat Daerah (lihat poin C Format

Berita Acara Verifikasi).

B. Sekretariat berhak menolak data LKPJ Perangkat Daerah yang disampaikan tidak sesuai

format, tidak tepat waktu, dan tidak disertai berita acara rapat verifikasi di internal Perangkat

Daerah.

B. Format LKPJ

Format LKPJ mengacu flada sistematika pelaporan sebagai berikut :

Bab I (Khusus BPKAD, BKPP, BAPENDA dan DISDUKCAPIT)

1.3 Data Umum Daerah

Data Umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum meliputi :

lalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21010 Fax. (0532) 21001

1. Data geografis daerah;
2. Jumlah penduduk (Disdukcapil);
3. Pertumbuhan penduduk (Disdukcapil)
4. lumlah PNS (BKPP)

5. Realisasi pendapatan menurut jenis Pendapatan (Bapenda);
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja (BPKAD); dan
7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan (BPKAD)



3.7

3.1.1

3.1.1.1

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkenaan dengan Pelayanan Dasar

Urura! Perdldlkan
Urusaa Pendidikaa ini ditangani oteh Dinas Pendidikan da.rr Kebudayaan, dalam RPJMD IGbupaten Kotawaringin Barat
iahu,r 2Ol7-2O22 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengampu sasaran sebagai berikut :

- (lttdtkc'tof Sclso;ru,n RArMD dengan target pada tahun 2O2O adal,ah ....... dan capaian .........
- (tndlkqtpr s,c'sc,ran RP.r Dt dengan target pada tahun 202O adal.rah ....... dan capaian.........
- dst......

(uraian Hambatanf permasalahan jika tidak tercapai)
(uraian strategi sehingga mencapai/ melampaui)

Selain sasaran di RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat t,0,\n 2017-2022, Dinas Pendidika-n dan Kebudayaan juga
mempunyai sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :
- lt'adlkator sa..wran e,enst"al dengan target pada tahun 2020 adatah . . . . . . . dan capaian . . . . . . . . .
- ll'adlkc'tor Scsg,ra,t Renstra) dengan target pada tahun 2020 adalah....... dan capaian .........
- dst

Sedangkan program dan kegiatan yang diharapkan marlpu mencapai target tersebut adalah :

No
Urusan

Pemerintahan

Organisasi/
Perangkat Daerah/

Pelaksana

Kebijakan Uraian Prog/ Keg Target Realisasi Permasalahan
Upaya

Mengatasi
Permasalahan

Tindak Lanjut
DPRD

Pendidikan 1. Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

1......

2. dst.

1. Program

- lndikator program

a. Kegiatan

- lndikator Kegiatan

Dst...

1......

2. dst

1

2. dst

1. jika ada

2. dst...

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21010 Fax. (0532) 21001
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3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan

yang diambil meliputi pentunn kepala daerah dan keputusan atau tindakan menyelesaikan
masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggarcn

3.3 Tindak Lanjut Rekomendast DPRD Tahun Anggaran 2Ot9

Catatan: Uraian mengenai kebijakan, prognm kegiatan yang
DPRD yang diberikan pada tahun anggann sebelumnya.

No. Rekomendasi DPRD Tahun N-1 Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan

Jalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21010 Fax. (0532) 21001

sebagai bentuk tindak lanjut terhadap



4.1

4.t.t
4.7.2

4.2

Urusan Pemerlntahatl lrang Dltugas-Pembantuan (Jlka adal

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang me4iadi tugas pembantuan.

Identifikasi tugas pembangtuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikaa kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

Hambatan/ Permasalahan datram Pelaksanaa$ TugaE Pet[b.rtuan dan Upaya Penyelereial
Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya
penyelesaian pada setiap tugas pembanguan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan

yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

Jalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21010 Fax. (0532) 21001



PEDOMAN VERIFIKASI LKPJ DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Mekanisme Verlflkasl LKPJ di tlngkat SKPD

1, Setelah menerima surat permintaan data LKPI, Perangkat Daerah melakukan

pengumpulan dan penyusunan data yang diperlukan dari bidang teknis masing masing.

2. Setelah data terkumpul, Perangkat Daerah melakukan rapat internal verifikasi data LKPJ.

3. Hasil perbaikan isi dokumen dituangkan dalam berita acara (BA) verifikasi. BA verifikasi

dibuat 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 eksemplar sebagai arsip dan 1 eksemplar lainnya

disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen data LKPJ ke Sekretariat

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan.

4. Verifikasi LKPJ di tingkat Perangkat Daerah wajib di pimpin oleh (minimal) Sekretaris.

5. Apabila Perangkat Daerah ingin melakukan perbaikan data setelah penyampaian data

LKPJ, maka hanya dapat dilaksanakan dalam rapat verifikasi LKPJ bersama tim verifikator

dari di Sekretariat.

Format Berita Acara (BA) Verifikasi !-KPJ di internal SKPD :

No Temuan

ha lama n/parag rafldata
Tindak Lanjut/Perbaikan Keterangan

Demikian berita acara ini dibuat, disepakati dan ditindaklanjuti dengan masa perbaikan paling

lama 2 (hari) hari sejak berita acara ini di tandatangani.

Pangkalan Bun,.... Desember 2020 lJanuari 202L

MewakiliTim verifikator internal ....,... (NAMA Perangkat Daerah)

No Nama labatan Tanda tangan

Jalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21010 Fax. (0532) 21001



la.mpiran Contoh pengisian tabel dalr penjelasan (untuk data LKflP)

Unit Kerja

PENGUKURAN I{IITERJA TAHUN 2O2O

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Satuan

Tahun 2019 Tahun 2O20
Sumber Data

(wajib
dilampirkan)Target Realisasi

Capaian (dengan
rumus realisasi :

target x IOO%)
Target Realisasi

Capaian (dengan
rumtls realisasi :

target x lOOo/o)
1 2 J 4 6 7 8 9 lo tl L2

l Meningkatnya Sistem
Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan

Nilai SAKIP Kabupaten Nilai hasil evaluasi AKIP pada
tahun n oleh KemenPAN-RB

Nila.L A B 75, 06 0/o A B 75, 06 0/o Hasil evaluasi Tim
Kemen PAN-RB

Program/ Kegiatan Pagu APBD
Perubahan

Realisasi (%)

l. Progrd P.ninskete Akuntabilita. Kincrja Apdalut dd In.t&si PeherinrEh

- (.giat& P.ningkatd Akuntebilits Kincrja Apdatur de Inltosi Pemdintah Rp.34t.494.00( 98,99 "r,

D.i. Llr.il !
,. AMLd. ,.agtub lagqalqt

.. Implm.ntai SAKIP meih diroku*m pada tingkat pem.nntah (abupatcn Kotaweinsin Bdat *ja, ed&iku impr.mdrai sAxrp pada p.rmskar da6ah (pDl h.lua ep.nuhnya di lakle.kd.

ldel orgei3ei.
d. S.baaie indikator kin.rj. PD b.lum m.nasmbdkd uku.& keberha.ille yeg se6ua denAsn kaen6ss.

t P.lcnceae kinsja, p6ges86e, dm oonitorins dd aelusi kinerja bclu6 r.rint.rsa.ij
g. r:Pqe kin rja telah disen 3epai k l.vel PD, n@un msih banyak fr aukapk6 pclak6das pelaksae k gj{te dan p.nyepan {rag{enya, tElum..p6uhn a m6g8mbs.&e @ati& p.ncapai@

h. Evaluei ata. Progrm lang dlakuke bar ehats p.l.kleas progr@ .lo pmrE.apm essssya, b.luh k p.da h*il prog.e dalm hadukuna Fn6pai6 @e pD. tl.l iri baakibar MRih .tijumpaik tida*sldd erlE k Siard, hsil prog.d ds .{eh lrrategi! PD

2. D.*rlp.l ldLbr 9aA*tA ce.rtu p.grsnaba *r"b *.^ilalaildbnpa@{,dtdnadry.t kiB.ld @ *aqt
a. FaLtor pmdukudg :

KoEitm.n tinggi K.pera Dd.hr DPRD de Kepala Paegkat Daerah untuk m.lak.6.ka SAKIP di Kabupat.n KotaEidgio Bdat
b. Faktd pdghmbat .

kerja ecda bdjmjss erta pdd do funssi yana di.mbm oleh setiap tinskarm jabate.
6.P.rence@ kine.je, pfl8 ras{m, da monitoring d4 salua.i kin*ja belum rerinrersasi

ketid.r<.elde mtea keeqt6, ha6il program d& s.ge strateSis PD

: Sekretariat Daerah



c. Kendala:
l) SDM belum mendapatkan diklat yang cukup mengenai SAKIP
2) Kurang nya personil Inspektorat untuk melakukan evaluasi SAKIp
3) Perangkat Daerah belum belajar SAKIP secara mandiri
4) Belum ada sistem aplikasi untuk melakukan monitoring pelaksanaan SAKIp

3. bnqblttantbh @atdpaaf yaas dl6 .nnnt/l

aLn RB

b. Fen ntue tEget IKU dan IKI aku dijadike rolak ukur datm p.nJrusune SKp
c. Melekuke reviu IKU RPJMD de I(U R.n6tr a delgd lebih tEuror

digua&$ $bagai da@ p.n8ajue aggsd.

tE:/mpesen sgga!@ yeS tidak bdkorela'i le8lung tahadap penc€pai4 viBi misi k pata da.rah
f. UelakuLan .v.luei .Lktilit4 rlan .6si.n.i progr@ eta k giat6 yEig Lbih bdfokus Ie hsil

h. Dipqlukan A.irioli / pada$pinge / aenias drd: SAKIP

4. Strategt perrncct,ha;z- nTa.so,ltr.h
a. Melakukan pendampingan SAKIP serta m.endorong Perangkat Daerah untuk belajar SAKIP secara Mandiri
b. Melakukan Reviu RPJMD dan Renstra dan segera di sahkan
c. Mempertajam analisis capaian kinerja perangkat daerah pada LKjIP disertai datayang lengkap
d. Menambah personil di Inspektorat
e. Melakukar Refocusing dan Cross Cutting Program dan Kegiatan yang tidak mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah

Catatan :

1. apabila target tercapai, maka angka 1 diganti Analisis Penyebab Keberhasilan
2' aPabila target tercapai, maka angka 3 diganti Langkah-la-ngkah yang telah diambil sehingga sehingga dapat mencapai target3' apabila target telcapai, maka angka 4 menjelaskan strategi yang telah diambil sehingga dapat mencapai target
4. Dokumen di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah


